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Resistensi Petani Sawit di  Kawasan Hutan (studi kasus: Kabupaten Pasaman 
Barat Provinsi Sumatera Barat)” adalah benar karya saya dengan arahan dari 
komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan 
tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang 
diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam 
teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.  
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RINGKASAN 

SAMSUDDIN, Relasi Kuasa dan Resistensi Petani Sawit  di  Kawasan Hutan 
(Studi Kasus: Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat). Dibimbing 
oleh ARYA HADI DHARMAWAN dan RINA MARDIANA.  

Konflik penguasaan sumber daya hutan sering terjadi akibat benturan 
antara kebijakan negara dan praktik lokal. Di Kabupaten Pasaman Barat, 
Sumatera Barat, pemerintah memberikan konsesi seluas 1.590 hektar kepada 
koperasi melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) selama 35 tahun. Namun, 
masyarakat telah lebih dahulu mengakses dan mengelola lahan tersebut 
berdasarkan mekanisme adat Siliah Jariah dari tokoh adat (Datuk). Proses ini 
berlangsung secara sosial dan kultural dalam bentuk pewarisan lahan ulayat yang 
dilembagakan secara lokal. Akibatnya, terjadi dualisme klaim: secara hukum 
formal, lahan merupakan bagian dari konsesi koperasi; sementara secara sosial, 
masyarakat menganggap lahan tersebut sebagai bagian dari wilayah kelola adat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus di Pigogah Patibubur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 
terhadap 11 informan kunci yang dipilih secara purposive, observasi langsung, 
serta dokumen seperti SK menteri, peta kehutanan, arsip desa, dan laporan 
instansi kehutanan. Analisis tematik digunakan untuk menelusuri pola akses dan 
penguasaan berbasis hukum dan sosial.  

Terdapat tiga temuan utama dalam penelitian relasi kuasa dan resistensi di 
Pigogah Patibubur. Pertama, konflik dipicu oleh tumpang tindih klaim antara 
koperasi pemegang izin legal dengan masyarakat pendatang Mandailing dan Jawa 
yang mengklaim hak atas lahan melalui mekanisme adat. Kedua, relasi kuasa 
dalam penguasaan sumber daya menunjukkan dominasi struktural pihak yang 
memiliki legalitas, khususnya koperasi, terbatas pada pendatang suku Mandailing 
dan suku Jawa. Ketiga, ketidakberdayaan masyarakat pendatang tersebut dalam 
mempertahankan akses terhadap sumber daya bukan disebabkan oleh ketiadaan 
perlawanan, melainkan karena ketidaksetaraan dukungan struktural dan 
ketimpangan akses sumber daya. 

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya desain kebijakan yang 
transformatif, yang mampu menjembatani legalitas negara dan legitimasi 
masyarakat melalui pengakuan sebagian atas hak adat, dialog lintas-aktor, serta 
pendekatan tata kelola yang mengakui pluralitas hukum dan dinamika sosial di 
tingkat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami 
konflik agraria berbasis hutan serta menjadi masukan praktis bagi penguatan 
program perhutanan sosial yang lebih adil dan partisipasi. 

Kata kunci: Konflik lahan, mekanisme akses, perubahan tata guna lahan, 
perkebunan sawit, tata kelola lahan 



 

SUMMARY 

SAMSUDDIN, Power Relations and Resistance of Oil Palm Farmers in Forest 
Areas (Case Study: West Pasaman Regency, West Sumatra Province). Supervised 
by ARYA HADI DHARMAWAN  and RINA MARDIANA 

Conflicts over forest resource control often arise due to clashes between 
state policies and local practices. In West Pasaman Regency, West Sumatra, the 
government granted a 1,590-hectare concession to a cooperative under the 
Community Plantation Forest (HTR) scheme for a period of 35 years. However, 
local communities had already accessed and managed the land based on 
traditional Siliah Jariah mechanisms granted by customary leaders (Datuk). This 
process occurred socially and symbolically through the inheritance of ulayat 
(customary) land, which had been institutionally recognized at the local level. As 
a result, a duality of claims emerged: legally, the land is part of the cooperative’s 
concession; socially, the community considers it part of their customary territory. 

This study employs a qualitative approach using a case study method in 
Pigogah Patibubur. Data were collected through in-depth interviews with 11 
purposively selected informants, direct observation, and various documents such 
as ministerial decrees, forestry maps, village archives, and reports from forestry 
agencies. Thematic analysis was used to trace patterns of access and control 
based on legal and social frameworks.  

There are three main findings in the study of agrarian conflict in Pigogah 
Patibubur. First, the conflict is triggered by overlapping claims between 
cooperatives holding legal permits and incoming Mandailing and Javanese 
communities who claim land rights through customary mechanisms. Second, 
power relations in resource control reveal structural dominance by legally 
authorized parties, especially cooperatives, over the incoming Mandailing and 
Javanese groups. Third, the disempowerment of these incoming communities in 
maintaining access to resources is not due to a lack of resistance, but rather 
because of unequal structural support and disparities in resource access. 

The implications of these findings highlight the need for transformative 
policy design that bridges state legality and community legitimacy. This can be 
achieved through partial recognition of customary rights, cross-actor dialogue, 
and governance approaches that acknowledge legal pluralism and local social 
dynamics. This research offers a conceptual contribution to understanding forest-
based agrarian conflict and provides practical input for strengthening more 
equitable and participatory social forestry programs. 

Keywords: Access mechanisms, land conflict, land use change, land governance, 
oil palm plantations 
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